
 

 

 

BUPATI TRENGGALEK 

SALINAN 

PERATURAN  BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 36 TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TRENGGALEK, 

 

Menimbang :   a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan 

kelembagaan daerah dan kebijakan perencanaan, 

pengawasan dan pengelolaan teknis kegiatan belanja 

modal bangunan pemerintah (konstruksi) serta kebijakan 

lain yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Trenggalek 

Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Trenggalek;   

                   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten 

Trenggalek;  
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Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor  41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 

11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 57); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Repubik Indonesia Nomor 5219); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
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27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 155); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 

Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

34. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D); 

37. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2010 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 72 Seri 

A); 

38. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2010 

tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Trenggalek 

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 

103 Seri A); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Trengggalek. 

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang 

selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang 

selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada 

pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

9. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 

yaitu Bupati yang karena jabatannya mempunyai 

kewenangan menyelenggarakan seluruh pengelolaan 

keuangan daerah. 
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10. Koordinator pengelolaan keuangan daerah yaitu 

Sekretaris Daerah yang karena jabatannya mempunyai 

kewenangan mengkoordinasikan seluruh pengelolaan 

keuangan daerah. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 

disingkat PPKD, yang juga berfungsi sebagai Bendahara 

Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah 

Kepala BPKAD yang karena jabatannya mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD. 

12. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya 

disebut Kuasa BUD, adalah Pejabat pada SKPKD yang 

ditunjuk dan diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian tugas BUD.   

13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, 

adalah Kepala SKPD yang karena jabatannya 

mempunyai kewenangan penggunaan anggaran untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat 

KPA, adalah Pejabat struktural/fungsional/Kepala Unit 

Kerja dibawah Kepala SKPD yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna 

Anggaran. KPA tidak diberlakukan pada 

Kantor/Satuan/Kecamatan/ Kelurahan. 

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD,  yang 

selanjutnya disingkat PPK-SKPD, adalah Pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD. 

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya 

disingkat PPTK, adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD 

yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

17. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 



- 11 - 
 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada SKPD. 

18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 

19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat 

fungsional pada SKPD yang ditunjuk untuk membantu 

melaksanakan sebagian tugas Bendahara Penerimaan. 

20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat 

fungsional pada Unit Kerja yang ditunjuk untuk 

membantu melaksanakan sebagian tugas Bendahara 

Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada 

Unit Kerja yang bersangkutan. 

21. Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji adalah Pejabat 

fungsional pada SKPD dan atau Unit Kerja yang 

ditunjuk untuk membantu melaksanakan sebagian 

tugas Bendahara Pengeluaran dalam rangka 

pembayaran gaji pegawai. 

22. Pembuat Daftar Gaji, yang selanjutnya disingkat PDG, 

adalah Pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk 

dan diberi tugas menyusun daftar gaji pegawai pada 

SKPD yang bersangkutan. 

23. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat 

SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya 

dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 

penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 

24. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya 

disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
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permintaan pembayaran. 

25. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang 

selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah dokumen yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian 

kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 

pembayaran langsung. 

26. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, 

yang selanjutnya disingkat SPP-GU, adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk 

permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung. 

27. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang 

Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 

untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 

melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak 

dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran 

Iangsung dan uang persediaan. 

28. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang 

selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga 

atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah 

kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, 

penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu 

yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

29. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat 

SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 

PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban 

pengeluaran DPA-SKPD. 

30. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang 

selanjutnya disingkat SPM-UP, adalah dokumen yang 
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diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas 

beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang 

dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai 

kegiatan. 

31. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang 

selanjutnya disingkat SPMGU, adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas 

beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya 

dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang 

telah dibelanjakan. 

32. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, 

yang selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D 

atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan 

dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang 

persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan. 

33. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya 

disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban 

pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 

34. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya 

disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan 

sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 

BUD berdasarkan SPM. 

35. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

36. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya 

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai. 
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BAB II 

SISTEMATIKA 

 

Pasal 2 

 

(1) Pedoman Pelaksanaan APBD disusun dengan 

sistematika penyusunan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : KEKUASAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

BAB III : PENATAUSAHAAN KEUANGAN 

DAERAH 

BAB IV : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH  

BAB V : GAJI DAN TUNJANGAN 

BAB VI : KETENTUAN PERPAJAKAN BAGI 

BENDAHARAWAN 

BAB VII : PEDOMAN TATA CARA 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN 

BELANJA MODAL FISIK KONSTRUKSI 

DAN FISIK NON KONSTRUKSI 

PEMERINTAH  

BAB VIII : PEMBINAAN, PENGAWASAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 

BAB IX : PENUTUP 

(2) Uraian Pedoman Pelaksanaan APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 

Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2012 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah. 

                                        Ditetapkan di Trenggalek  

                                            pada tanggal 1 Juli 2013 

                                            BUPATI TRENGGALEK,  

                             ttd 

                         MULYADI WR 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 1 Juli 2013 

Plt.SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK, 

                 ttd 

         ALI MUSTOFA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 36 

                                    SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
                                      KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ttd 

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. 
Pembina Tingkat I (IV/b) 
Nip .19650919 199602 2 001 

No.Reg:188.342/XCIII/406.004/2013 
Tanggal 1 Juli  2013 
 


